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NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELGLAAN RISHKO
Dl L1NGK.UNGAN PEMER1NTAH KABUPATEN HUKAMARA

BGPAT1 SUKAMARA

bahwa berdasark&ci ketentuan Pasal 13 ayat ( 1 ) Pcralu.ra.ri

60 Tahun 2008 ten tang Sistcm
Menimbang : a.

Femerintah Nomor
Pengendalian Intern Pcmerintah, Kepala Pcrangkat Daerah
wajib Tnelakukan penilaian risiko;
bahwa unLuk melaksanakan pengrlulaan risiko dalam rangka
peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah,. diperlukan pedoman pcngdolaan risiko di
lingkungan Femcrintah Kabu paten Sukamara;

bahwa berdasarkan pcrLimbangan sebagaimana dimaksud
pada huotf a dan huruf b. perlu menetapkan Pcratumn
Bupati ten tang Fedoman Pcngclolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten S-ukamara ;
G ndang- Undang
Ferbendabaraan Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2004 Nomar 5„ Tambahan Lemharan Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 4355};
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lcmbar&n Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 r Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia

b.

c ,

1 Tahun 2004Nomor centangMcngingat : 1-

2.

Nomor 4286};
Undang-Undang Piomor 5 Tahun 2002 ten tang Pcmbcniukan
Kabupatcn Katingan , Kabupatcn Scruyen, Kabupatcn
Sukamarah Kabupaten Lamandau,, Kabupalen Gunung Mas,,
Kabupatcn Pulang Pisau, Kabupatcn Murung Raya, dan
Kabu paten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lemharan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia
Nomor 4 180);
Undang-Unhang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil
Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor bh Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5404b

3.

4
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0t, U ndang-U ndang Nomor 23 Tahun 2014 tenting

Pcmerifitahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 24^ P Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587} sehagaimana telah diubah
beberapa kali lerakhir dengan Undang-Undang NumOt 9
Tahun 2015 ten lan & Perubahan KeriUft &la & Undang-U ndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia Tahun 2015{Lcmbfjran Negara
Nomor 58, Tambahan Lcmbar&n Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian InLem Pemerintah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahnn 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890};
7. Peraturan Pemerintah Nomor

Pembtnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Letnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8. PtralUran Pemerintah Nomor
Pengelotaan Keuangan Daerah ( l^embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 h Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

9. Peraturan Daerah Kahupaten Sukamara Nomor
Tahun 2016 tentang Pcmbenlukan dan Susunan Fereagkat
Daerah Kabupaten Sukamara (Lem beran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2016 Nomor 6. Tamb&han Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40}, sebagaimana telah
diubah dengan Feraluran Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Ptmbentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6 h

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 67};

10. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pcngendatian Totem Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara (Bcrita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 201 ] Nomor 5];

12 Tahun 2017 tentang

12 Tahun 2019 tentang

6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUFAT] TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RIS1KO DI LINtiKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKAMARA.
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BAB I
KETENTUAfJ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kupati ini yang dimaksud dcngen ;

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2 . Femerintah Daerah adalah bupat.i dan perangkat daenth

sehagai unsur penyelenggara Fenterintahan Daer&h -
3. Rupati adaLah Bupfltj Sukamara.
4 . SekreLaris Daerah adalah SckrcTaria Daerah Kabu paten

Sukarnara-
5 . Perangkal Daerah adalah

dan Dcwan
unsur pcmbantu kepala daerfth

Perwakilafi Rakyat Daerah datum
Urusan Femerintahan yang mcnjadipenyetenggaraan

kewenangan Dacrah,

Dacrah adalah aparrtt pengawas intern6, Inspcktorat
pcmerintah yang bertanggungjawab lan&smng kepada bupati.

7, Inspcktur Daerah adalah Inspektnr Daerah Kabupaten
Sukamara ,

S r Sistem Pengcndalian Intern Femerintah yang selanjutnya.

di &ingkat SPIP adalah sistem pmgendaiian intern yang
disdenggamkart seeara menyclurub
pcmerintah daerah .

£>. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang menganeam
pencapaian ttynan kegiatan dan sasaran perangkat daerah,

10. [dentifikasi Risiko adalah proses menetapkan apah di mana,
kapan, mengapa, dan bagaunana sesuatu dapat teijadi sehingga
dapat berdampak ncgaiif terhadap pencapaian rujuan .

11 . Analisis Risiko adalah proses penilaian lerhadsp risiko yang
tclah terLdentiftkasi dalam rangka mengestimasi
kemungkinan mijnculnya dan besaran dampaknya untuk
menetapkan level atnu status risikohya.

Risiko adalah risiko setelflh mempertimbangkan

dL lingkungfln

1 2 S i &a
pengendslian yang sudah ada.

13. Unit Psmilik Risiko yang selanjutnya disingke.t UPR adalah
melaksanakanberianggung jawabkeija

pengciolaan risiko.

14. Unit Kepaluhan adalah unit kerjs yang bertugas inemantau
pelaksanaan pcngeloEaan risiko pada UPli d] lingkutigan
pemerintah daerah dart perangkat daerah.

15. Rcncana Tindak Pengchdalian yang setanjutnya disingtat RTF
adalah uraian centang kcgiataii pengendfdian yang akan

unit yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah.

16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiaian
tclahuntuk memastikan bahwa kegiatan tersebut

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standsrr rencana,
atau norma yang tdah ditetapkan.
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17 . Evfi]uasi adalah rangkaian mcmbantlingkan hasi l atau
prcstasi sualu kegiatail dengan standar , rcncana atau yang
telah ditetapkan dan jTienenlukan laktor -faktor yang
mempengaruhi kebcrhasilan atau kegagaian auatu kcgiatan
dalam meneapai tujuam

IS. Rcncana Pembangunan Jangka Mcncngah Daerah yang
seianjutnya disingkat dengan RPJM0 adalah dokumen
perencanaan dacrah untuk periode 5 ilima) cahun ,

19- Rencnna Btrategis Pcrangk&t Deerah yang seianjutnya
disingkat dengan Kenstra Ptrangkal Daerah adalah dokumcn
perencanftan Satuan Kcrja Pcmngkat Daerah untuk periodc
5 (lima} tahum

20. Kebijakan Umum Anggar^ n Pendapatan dan Bclanja D^erah
yang seianjutnya disingkal KUA adalah dokumcn yang
mcmUflt kebijakan tentang pendapatan, belanja * dan
pembiaya&n serta asums] yang mendasarinya untuk periode
l (salt!) lahum

21 . Prioritas dan Plaibn Anggaran Sementara yang yelanjutnya
disingjiat PPA3 adalah program prioritas dan batas maksinial
anggaran yang diberikan kepadtt Perangkat Daerah untuk
setiap program dan kcgiaian selwgai
penyusunan Rertcana Keija dan Anggaran Satuan Kcrja
Perangkat Dacrah.

22 . Rencana Kcija dan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkai Daerah
yang seianjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumcn yang

pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumcn yang inemuat rcncana pendapatan, belanja dan
pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara

dacrah yang digmiakan sebagai d&a&r penyusunan.

rancangan AFBD.

dalamacuan

memuai rencana

umum

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi
pemerintah dacrah untuk melakukan pcngclolaan risiko.

(2) Pemturan Bupati ini bertujuan memberikan panduan Untuk
tnengeloSa risiko dalam rangka mendukung pcncapaian
tujuan Pemerintah Daerah.

BAB IL
PENGELOLAAN RISIKO

Ragian Kesatu
UtflUm

Pasal 3

(1) Pemerintah Dacrah wajib menyelenggarakan pcngelotaan
risiko.
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(2) Pengeloiaan risiko Pemerintah Dacr&h sebsgaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan atas tujuan sirategiii
Pemerintab Daerahj Itljuan alraregis Perangkat Daerah,
tujuan pada tingkat kcgiatan {operfisionah Perangkat Daerah ,

(3| Ketentuan umum pcdoman pengeloiaan risskn diantananya
meliputu
a. Pendahuluan;
b- Kebijakan pengeloiaan risiko;
c, Struktur pengeloiaan risiko;dan
d, Pclaporan.

(4) Pengeloiaan ri&iko dilakukan melalui :
a. Pcngcmbangan budaya sadar risiko;
b. Pcmbcntukan struktur pengeloiaan risiko; dan
c. Penyelcnggaraan proses pengeloiaan risiko.

{5) Ketemuan umum penman pengeloiaan risiko sebagaimana
dimaksud pada ayftt (3|, tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak tcrpisahkan daj'i pcraturan bup^ni ini -

Bagian Kcdua
Fcngemba ngan Budaya Sadar Risiko

Rasa) 4

[1| Pcngcmbangan budaya sadar risiko sebagaim& na dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan scsuai deng^n
nilai nilai organisasi pada Pemerintah Daerah.

[ 2\ Pengembangan budaya sadar risiko sebagpimana dimaksud
pada &yal ( l ) diiakukan melalui :
a . Sosialisasi pemahsman risiko kepada SifUap pegawai di

seturuh tingkatan organisasi di setiap saluan kerjft;
h. Intemalisasi pcngdolaan risiko dalam setiap prunes

penggmbilan keputusan di sduruh tingkatan orgarusasi; dan
c. Pemba ngunan / perbaikan lingkungan pengendalian yang

mendukung penciptaan budaya risiko,

(3] Bcntuk pengembangan budaya sadar risiko siebag&imana
dimaksud pada ayat ( 2), berupu :
a. Fertimbangan risiko dalam setiap pcngambilan

keputusan;
b- Socialsaasi berkelarrjutan pentingnya manajemen risiko;
c. Penghargaan terhadap pengeloiaan risiko yang baik; dan
d. Pfengintegrasian manajemen risiko dalam

organisasL
proses

Bagian Keliga
Pembentukan Struktur Pengeloiaan Risiko

Pasai 5

( 1| Pembentukan strukiur pengeloiaan risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 3 ayat (4|huruf b terdiri atas :
a. Penanggung jawab pengeloiaan risiko;
b. Knnrdinator penyelcnggaraan pengeloiaan risiko;
c. Unit Pemilik Risiko|UPR);
d. Komite Pengeloiaan Risiko;
e. Unit Kepatuhan; dan
t Penanggung jawab penga^asan.
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\2 ) Stmktur pcngclolaan risiko sebagaimana dimaksud pads,

ayat (1) , diterapkan dengan keputusan Bupati.
(3) Format struktur pengelolaan risiko sebagaimana scbagaimana

dimaksud pada ayat (2J , tercantum dalam
Lampiran 11 yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.

Faragraf 1
Penan RgungJewab Pengelotaan Risiko

Pasal 6

( 1 ) Bupati aebagai penanggungjawab pengeJoJaan risiko.

(2 ) Bupati sebngpi penanggung jawab pengelolaan risiko
sobagaimana dimaksud pada ayat (1) benvenang menetapkan
arah kebijakan pcngelolasn risiko Pemcrintah Daerah,

(3) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses
prmilaian risiko pada Pcmcrintah Daerah.

(4) Bupati menetapkan pedoman ptnilaian risiko Pemcrintah
Daerah untuk rnendukung pelaksanaan pengelnlaan risiko.

Paragraf 2
Koordinator Ponydeng&araan PengeEolaan Risiko

P a&a l 7

(1) Sckrctaris Daerah sebagai koordinator penyeJenggaraan
pengjeEolaan risiko Fetnerintah Daerah .

{2} Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyeJenggaraan
pengeEnlaan risiko Fem-erintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) benvenang mengpordinasikan
pengelolaan risiko di lingkungan Peinerintab Daerah.

(3) Selcirlaris Daerah selaku Koordinator Penyelenggarann
Pengelolaan Risiko melakukan kegiatan antura Jain J
a. menyusun jadwal /agrnda pen i Laia n risiko;.
b. inembuat dan mengarfiipkan dokumen-dokumen

pengeloiaan risiko;
c . memfasilitftsi proses pcnilaian risiko ; dan
d . kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebut.uhan.

Paragraf 3
Unit PemiJik Risiko

Pnsij] B

( 1 ) Unit Pemilik Risiko (UPR} mcrupakan unit organisasi yang
bertanggimg jaitfab melakukan pcngeloJaan risiko di lingkup
kerjanya,

(2) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan
sebagaimana dimaksud dfdam ayat {1) terdin atas :
a. UPR Tingkat Pemcrintah Daerah;
b. UPR Tingkat Unit Esolon Q; dan
c. UPR Tingkat Unit EscEon III dan IV.

risiko
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Paaa ] 9

{1} UPR Tingkat Pemerintah Daerah scbagaimane dinn &ksud
dalam Pasal B ayat (3) huruf a tendiri dari :
a . Kctua adafch Bupati, selaku pemitik risiko tingkat

pctnerinlah daerah;
b. Koordinator Tcknis merangkap anggota adalah Kepala

perangkat daerah yang mcmbidangi pcrencanaan;
c. Anggota adaiah seluruh Kcpaia Perangkat Daerah .

[2\ UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayai ( 1} meiniliki tugas ;
a. menyusun strategi pcngelolaan risiko

pemerintah daerah ;
h. irienyusun rencana kcrja pengelolaart risiko di tingkat

peitierintah daerah;
c. melakukart identifikasi dan anaiisis risiko terhadap

pcncapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah
daerah;

d - melakukan kegiatan pcnanganan dan peniantauan risiko
basil identttikasi dan anaiisis risiko; dan

c, menatausaJiakati prases pengelolaan risiko.
(31 UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada aym jl ) ditetapkan deugan Kepurusan Bupati ,

di tingkat

l*asal 10

(1) Struktur UPR Tingkat Eseion LI sebagaimana ditnaksud dalam
Pasai 8 ayat (2) huruf b terdiri dari :
a, Ketua adaJah Sekreturis Daerah dan Kcpaia Perangkat

Daerah seiaku pcmilik risiko tingkat perangkat daerah;
b, Koordinator Teknis mcrangkap anggota adalah Sekrctaris

Perangkat Daerah /Kcpaia Bagian / Bidang yang
mcnangani perencanaan pada perangkat daerah;

c, Anggota adalah seluruh Kepala EJagian / Ridang / Irban
pada PD yang bersangteutfln.

(2) UPR Tingkat Unit Esclon \l sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) memiliki tugas :
a. MenyUsUn strategi pcngclclaan risiko di tingkat unit

cscion II pada Perangkat Daerah masing-masing;
b. Menyusun nencana kerja pengeloiaan risiko di Tingkat

unit eseion II pada Perangkat Daerah masing-masing;
c. Melakukan idencifikasi dan anaiisis risiko terhadap

pcncapttjian tujuan dan sasafari strategis Perangkat
Daerah;

d . Mdakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko
ha3il identifikasi dan anaiisis risiko; dan

e. Mcnatausahakan proses pengeloiaan riaikO*

(3) UPR Tingkat Unit Eseion II sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) ditetapkan dcngari Keputusan Bupati.
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Pasa] 1 1

(1) UPR Tingkat Unit Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud
dalam Pasa) & ayat (2) huruf c, tendiri dari :
a . Ketua adalah Kepala Bagtan / Bidang/ lrban selaku

pcmiltk risiko tinEkuc kcgiamn ;
b. Koordinator tcknis morangkap anggota adaJah KepaJa Sub

Bagian /Sub Bidang/Ŝ ksi/Ptgawal/StaT yang ditunjuk
untuk menangani pencneanaan kegiaiari pada PD ;

c. Anggota adalah seluruh Kcpala Sub Bagian /Sub
Bidang/Seksi pada Bagian / Bidang yang bersangkutan.

(21 UPR Tingkat Unit Escion I I I dan EV sebagaimana dimaksud
pada ayat jj ) memiliki tugafi :
a. Melakukan idcntifikasi dan ana Lisi a rssiko tcrhadap

pencapoian tujuan dan sasaran kegiatan;
b. Mdakukan kegiatan penanganan dan pcmantauan risiko

hasiJ ldcnliflkasi d &n analisia risiko; dan
c. Menatausahakan proses pertgelolaan risiko.

(3] UPR Tingkat Unit Esdcm in dan IV sebagaiaman dimaksud
p«da ayat ( 1|ditetapkan dengftn Keputusan Bupati.

Paragrnf 4
KomJte F'cngelolaftn Risiko

Pasal 12

< 1) Dalam r&rigks mendukung pcngdolaan risiko Pcmcrintah
Dacrah, Bupati membentuk Komitc Pengclolaan Risiko.

(2) Komite PcngcloEaan Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat ( I) tendiri atas :
a. Bupati sebagai Pcngarah;
b. Sek re ranis Daerah scbagai Ketua;
c. Kcpaitt POrangkat Dacrah yang melaksanakan fungsi

pcnunjang pcrtncanaan dan fungsi penUbjang peneiitian
dan pengpm bangsn sebagaL koordinator merangkap
anggota; dan

d r Repaid Ferangkat Dacrah yang mempunyai program strategic
inendukiing vis! misi Bupati dhunjuk sebagaj anggota-

{3} Komiic Pcngelolaan Risiko scbagaimsna dimaksud pada
ayat (2|mcmpunyai tugas :

merumuskan kebijakan, srahan, serLa menetapkari hal-
ha] terkaii kcputusan strategis yang menyimpang dari
prosedur normal;

b, mdakukan pem binaan terhadap pcngclolaan risiko
pcmcrintah daerali yang meliputi sosLalisasr bimbingan,

supervisi, dan pelatihan pcngelolaan risiko di lingkungan
pcmcrintah dacrah; dan

c. mcmbuat laporan scmcstcran dan Eahunan kegiatan
pembinaan pcngelolaan risiko yang disampaikan kcpada
bupati dcngan tennbusan kepada inspeklur liaerah.

[ d ) Komitc Pengelolaan Risikn sebagaimana dimaksud pada
ayat ( lj ditetapkan dcngan Ktpuiusan Bupati.

EL
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Paragraf 5
Unit kepatuhan

Fasal 13

( 1 ) Asisten Sekretaris Daerah scbagai Unit Kcpatuhfin.

(2) Unit Kepetuhan sebagaimana dimaksud pads ayat ( l )

mcmpunyai tugas ;
a. Memantau pelaksanaan pengeloiaan risiko padw IJPR di

tingkungan Pemerintab Daerah dan Perangkat Daerah
yang berada di bawah ktwrdinaftinya;

b. Memantau penilaian risikP d&n rencana tindak
pengendalian;

c. Memantau pelaksanaan rcncana tindak pengendalian;
d . Mcmantau lindak lanjut hasil reviu. dan evaluasi

pengeloiaan risiko; dan
e. Membuat laporan semestersn dan tahunan kegiatan

pettwntauan pengeloiaan risiko yang rtisampaikan kepada
Bupatl dengan tembusan kepada Sekretsris Daerah.

(3) Unit Kepatuhan dalam menjalankan lugas sebagaimana
dimaksud pads ayat (2) dapat dibantu oleh KepaEa Bugian di
lingkungan SekretariSU Daerah yang berada. di bawah
koordinasinya.

Paragraf 6
Penanggung Jawab Pcngawasan

Basal 14

(1| Inspektur Daerah sebagai penanggungjawab pengawasan -
( 2 ) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan

sebagaimana dimttksud pada ayat (1) berwrhurtg cnemherikan
keyakinan yang memadai ataa penerapan pengeloiaan risiko
Pemerintah Daerah.

(3) lnspcktur Daerah sebagai penanggung jawab ptHg£W£laaJJ
mernberikftn pengawasan dan konsuitasi terkait penerapan
pengeloiaan risiko.

(4) lnspcktur Daerah sebagpi penanggung jawab pengawasan
sebagaimana dimfikfiud pada ayat jl) mempunyai lugas :

Memberikan layanan konaultasi penerapan pengeloiaan
risiko pada lYmcrinlah Daerah;

b. Memberikan
efektivicas pengeloiaan risiko dalam pcnyelenggaraan
tugas dan fnngsi instansi pemerintah; dan

c, Melaksanakan kegiatan rrviui dan evaiuasi terhadap
bangun serta implements5i pengeloiaan risiko

&-

ditii dan meningkatkanpenngatan

rancang
secara keseluruhan.

[5| Inspektur Daerah di dalam tticlakaanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dibantu oleh Inspektur
Pcmbantu.
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Bagian Keempat.
Penyelcnggaraan Proses Pengjulaan Risiko

Pasal la

( 1) Proses pengelolnan risiko meiiputi :
a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendatian;
b. l^nilatan risikoi
c. Kcgjatan pcngcndalian;
d . Inibrmasi dan konujmkasih dan
e. Pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat ( L|ditcrapkan dalam suatu Siklus berkelanjutan.

(3) Setiap sikJus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai periods penerapan selama 1 (satu) (ahun.

(41 Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menjadi bagjan yang terpadu dertgan [ >rose &.
manajemen secara kesduruhan, menyatu dalam budaya
organisasi, dan diseSUaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1
IdertEifikast Kelemahan Langkungan Pengendalian

Pasal IQ

lingkungan pengendalian(1] Identifikasl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1} bund a,

dipertukan untuk menenlukan rencana pengualan
lingkungan pengendaJian dalam mendukung penciptaan

kelenaehan

budaya risiko dan pengelolaan risiko.
[2\ IdcntiHkasi kp^mahun Lingkungan pcngcndaHan ddakukan

tingkat
mengidentifikasi kclamaban-keiemahan dalam setiap sub
unsur lingkungan pengendalian intern.

Pemerintah Dacrab denganpada cara

Paragraf 2
Pendaian Risiko

Rasa ] 17

( ] ) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal lb
ayat. ( 1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko
yang dapat menghambat pencapai&n tujuan instansi
pcmcrintah dan meiaimuskan kegiatan pengendalian risiko
yang diperlukan uncuk memperkeei] risiko.

(2| Pcnilaian risiko dilakukan atas ;

a . Tujuan strategic Pemerintah Dacrah;
b. Tujuan strategic Peraugkat Daerah; dan
C- Tujuan operasional ( kegiatan|Pemngkat Daerah ,
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(3) Penilaian risiko alas tujuan strategic Pfcmerintah Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan
bersamaan dengan proses penyusunan RFJMD atau segera
setelah diodesaiktuiriya RPJMD,

(4) Penilaian risiku atas tujuan Strategic (entitas) Per&ngkat
Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat {2j huruf b
diJoksanakan bersamaan dcngan proses penyusunan Renstra
Perangkat Daerah atau segera setclah disciesaikannya
Renstra Perangkat Daerah.

(5) Penilaian risiko atAs lujufttt operasional [kegiatan} Perangkat
Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat. (2} huruf c
dilaksanakan bersamaan dengan prQSCS penyusunan
RKASKPD atau segera setelah diselcsaikannya RKA-SKPD.

(6) Prases penilaian risiko meilputi :
a, Penetapan konteks/ tujuan;
br Identifikasi risiko; dan
c. Analisis risiko.

Pasal 18

Penetapan konleks / Lpjuun sebagaimana dimaksud pads
PasaJ 17 ayat (6) huruf a tendiri dari :
a . Tahap penetapan konteks/ tujuan; dan
b. Tahap penetapan kritcria risiko.

Pasal 19

( 1 ) Tahap penetapan konteks/ tujuan sebagaimana dimaksud
daiam Pasal I S huruf a bertuju&n menjabarkan tujuan
instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis
dan rencana kinerja tahunan .

(2j Tujuan daiam pengelotaan risiko dibagi menjadi nga
tingkatan yaitu kontek& strategis Pemcrintah Daerah,
konteks strategis Pcrangkat Daerah , dan konteks opcrasiona.1
(kegtatan|.

(3} Tujuan daiam konteks strategis Pemerintah Daerah
sebagaimana tercantum daiam dokumen RP..FMD.

{4} tujuan daiam konteks strategis l’trangkat Daerah ditetapkan
bendasarkan tujuan fctrategis Perangkat Dacrah sebftgflimena
tercantum daiam dokumen Renstra Perangkat Dacrah .

(5) Tujuan daiam konteks operasinnal [kegiatan) ditetapkan
berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum daiam
dokumen RKA-SKPD.

Pasal 20

(1) Tahap penetapan kriteria penilaian risiko sebagaLmana
dimaksud pada Pasal 18 huruf b bertujuan memberikan
petnahaman yang sama mengen a i kriteria penilaian dan
analisis atas nsiko-risiko.

1 I



(2| Kritena penilaian risiko mdiputi :
a . Ska]a dampak rjsiko;
b, Skala kemungkinafi risiko; dan
C Skala tingkat risiko.

Pasal 2 ]

( 1 ) Identiflkasi risiko sehagaimana dimaksud dalam Pa&al 17 ayat
(6) huruf b bertujuan untuk mengtdcntifikasi risiko yang
dapat mcnghambat pencapaian tujuan di lingkangan
Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan stratcgis
Pemerintah Daerah, tujuan stratcgis Perangkaf. Daerah dan
tujuan. operasional (kcgiatan} Pcrangkal Pfterah ,

(2) T&hap pelaksanaan Ldenlifikasi risiko stbttgainiana dimaksud
pada ayat ( 1) meliputi kegiatan :
a, McngidentifikasE berhagai risiko yang menghambat

pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber
risiko, dan dampak risiko; dan

b- Mendokumentasikan proses ideniifikasi risiko daiam.
daftar risiko.

Pasal 22

( 1| Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada Pssal 17 ayat (6)
huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari
suatu sisft riaiko dengan mengukur nilai kern Ungkinan dan
dampaknyu.

(2) Berdasarkan hasi] penilaian sebagaimana pada ayal (1) suaill
risiko dapat ditentukan tingkat risikonya sebagai bahan
informasi untuk menciptakan rtnearta lindflk pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko mclipuli kegislan :
a . Mrlakukan analisis dampak dan kemungkinaTi risiko;
b. McmvaJidasi risiko;
c. Melakukan cvalua&i pengendalian yang ada dan yang

dibutuhkan; dan
d. Mcnyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasat 23

( 1| Kcgiaian pengendalian sebagaimttna dimaksud daiam
15 ayat ( 1) hum! c merupakan tahap
mcngimplernenUsikan RTR

12) Implemented RTP meliputi kegiatan:
a, PembangUriart mfrastruktur pengendalian yang antara

lain dapat berupa kebijakan dan /atau pnosedur; dan

b, Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Pasal
untuk

12



Faragraf 4
Informasi dan Komunikesi

Pasal 24

( 1 ) Informasi dan koinunikasi sebagaimana dimakeud dalum
Pasa] 15 aval ( 1 ) bimjf d beitujuan mcmastikan iclah
terriapat komunikasi interna] dan ekstemal yang efcktif
dalam sctiap tahap pengelolaan riasko* sejak pcnilaian
kelemahan lingkungan pcngcndahan, proses penilaian risiko,
dan peiakaanaan kegiatan pengcndakan -

(2) Pemerintah Daerah menggunakan bcrbagai bcniuk dan
sarana infonuasi dan komunikasi yang cfektif dalam
mclakukan pengdola&n risiko.

Paragraf 5
Fenian tauan

Pasal

|l ) Femantauan sebagaimana dimaksud dalam Pa&al 15 ayat (1)
huruf e dilaksanakan untuk mcmasLikai] bahwa pengelolaan
ri&ikn ieluh dllaklik&n sesuai dcngan ketentuan.

(2) Pern&rttauaJl ddaksanakan olch pimpinan seoara berjenjang
niulai dari Bupati , Kepala Perangkat Dacrah , Kepala
Bagian / Bidangj se&uai dengan mang lingkup dan
kewejiangannya.

(3) FeJak&anaan peman tauan pengtlolasti hsiko Femcrintah
Daerah oleh Bupati dapai diddegasikan kepada Unit
KcpaLuhan-

(4) Fcmantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat
dilaksanakan uleh InHjsektorat Daerah sclaku pen&nggung
jawab pengawasan pcngelbkan risiko meliputi audiln rcviu ,

tvaiuasi . peman tauan , dan pengawasan lainnya

BAB 111
PELAPORAN

Fas&J 26

( 1 ) Dalam rangka mendukung akuruabilitass pengelolaan riaikn,

Frmerintali Daerah mcnynsun laporan pengelolaan risiko-

13



{2] Laporan pcngclciaan risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat ( l ) me Li put i ;
a. Laporan pelaks&im&n penilaian risiko oleh UPR ;
b , Laporan berkaia pengeJolaan risiko oleh UPR ;
c. Laporan bcrkala kcgLatari pembinaan risiko oleh Knmite

Pengpiolaan Risiko; dan
d , Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan .

(3} Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada
aval (2) huruf a chsu&un setelah dilakukan penilaian risiko
yang tcrdiri dari penilaian risiko strstegis PemdaN penilaian
risiko stratcgis Pcrangkai Daerah, dan penilaian risiko
operasional FerangkaL Dacrahr

(4 J Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan
kep&da Bupsli riengan te-mbusan kcpada Sckretaris Daerah
dan Unit Kepatuhan -

|5) Laporan pelaksanaan risiko oleh UPR sebagaamana dimaksud
pada ayat }2) huruf a da pat berupa rlokukem penilaian
risiko/dokumen rencana tindak perigendalian.

(6) laporan berkala pengelotaan risiko oleh UPR sebagainiana
dimaksud pada ayat (2} huruf b dilakuk&n secara
semestcran, dan tahunan disampaikan kcpada Hqpaii
dengan tembusan kcpada Sekretaris Daerah dan Unit
Kepatuhan.

(7) Laporan berkala pcngclolaan risiko oleh UPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b unt.uk tingkat Pemerintah
Daerah [iiknoj'dinasLkan oleh UPR Tingkat Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a,
sedangkan untuk t.ingkat Perangkai Daerah dan dngkat
operasional Pcrangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR
TitLgkat Eselon 11 scbagmmansi dimaksud pada Pasal 3
ayat (3) huruf a.

(3) Laporan berkala kegiatan pembtnaan oleh Kornite
Pengdolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat. (2)
hunif c dilakukan secana semesteran dan tahunan,
disampaikan kepadn Rupati dengan tembusan kcpada
Sekretaris Daerah ,

{ 9\ LapOran herkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat [2 ) huruf d dilakukan
sccara semesteran dan Tahunan, disampaikan kepada Uupati
dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah .

( 101 Format Laporan pengclulaan risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), lercanlum dalani Lampiran III yang
merupakan bagian tidak tcrpi&ahkan dengan peraturan
bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 27

Peraturan Bupad ini mulai bcrlaku pads tanggsl diundangkan.
ineTnerintahkansctiap mrngeiahuinya ,Agar arang

pengundangan Fteraturan Bupati ini drngan penempatan daiam
Ben[a Daerah Kabupacen Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 November 2023

Pj . BUPATI 3UKAMAPA .

ttd

KARPIN DR
Diundangkan di Sukamara
padaTangfta] 27 November 2023

SEKFETARIS DAERAil
KABUPATEN SUKAMARA

ted

REND7 LESMANA

I3 ER 3TA DAEKAH KABUPATEN SUKAMARA TAJ I UN 2023 NOW OK 3 L

/
iuai dengap asHnya
SfefcdAN HUKliM,

Salin

<£ -£

*f(SETW4lSIi
S.ii , M K .

200212 1 004
LWA P

A
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LAMP1RAN I
PEfcATURAN BUPATI SUKAMARA
NOM0R 31 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RI3IKO
D1 UNGKUNGAN PEMER1NTAH
KABUPATEN SUKAMARA

KETENTUAN UMUM PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
Dl L1MGKUNGAN PEMER1MTAH KABUPATEN SUKAMARA

I, PENDAKULUAN
A , Lat&r Bdakatig

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003 tent&ng Sistem
Pcng.cndatian Tnlem Pemerintah, khususnya dalam Pasal 2 ayat { L) yaitu
untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang cfcktif, eHsjetv
transparan, dan akufilabel, Menteri / Pimpfjj^an Lembaga, Gubemur, dan
Bupati/ Walikota wajib melakukan pengendalian atas pcnyelenggaraan
kegiatan pemerintaham

1. Dalam rangka pcningkalan kxialitfLB penerapan SPIP diperlukan Pedoman
Pengelolaan Kisiko.

B. Tujuan Penyusunan Fedoman
1 - Mengelola risiko datam rangka mcndukung pentapaian tujuan I^emcrintah

Daerah.
2. MengidentifikasE , menganalisish dan mengertdalikan risiko serta

mcmanlau aktivitas pengendalian risiko rfi lingkungan Pemerintah
Daerah.

II . KEBJJAKAN PENGELOLAAN RISIKO
A. Fenetapan Kontcks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah dilakukan alas tujuen
strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah , dan tujuan
pads tingkat kegiatan (operational) Perangkat Daerah.

1 . Peugelolaan risiko strategic Pcrntrinlah Daerah
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengcndalikan
risiko-risiko prioritas atas tujuan den sasaran strategis Pemerirtiah
Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati
bersama Wakil Bupati dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah solaku UPR
di bmvah koortiinasi Kepala Badan Pcreneanaan Pembangunan Daerah .

2. Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah berttjuan mengendaiikan
risiko- risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang
tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

3. Pengelolaan risiko operaainnal Perangkat Daerah
Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan
mengendaiikan risiko-rmiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasionai
kegiatan ulama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumcn
perencanaan tahunan Perangkat Daerah seperti :
a. Dokumcn Perjanjian Klnerja
b. Renja Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah
dilakukan masing-masing pimplnan Perangkat Daerah bersama jajaran
manajemennya sclaku UPR Tingkat Eselon 11 dan UPR Tingkat Eselon 111.
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B . Ptnelapaii Kriteria Penilaian Risiko
Penctapan kriteria penilaian risiko bertujuan membcrikan pcmahajitan yang
ftama bagi pihak-pihak yang teriibat daiatn pengetolaan risiko di iingkup
Femerintah Dacrah mcngpnai kriteria penilaiati dan anabsis atas risiko-risiko
yang Eelah diidentifikasi, acbagai dasar pengambilan Eceputusan mengenai
tingkat risiko yang dapat ditcrima maupvm lingkat risiko yang tidak dapat
diterima dan nrtemerlukan rcspcn penanganan (eriih Lanjut.

1 . Skttla Dampak Riaaka
Acf.a, Damped[ jftVftl

Dampak
Tidak
Signlfikan ( 1 )

RepUtafld KLnerja HukumKcuangan
Fencupalari
target kineija
100%

Jumlah
tuntutan
hukum £ 5
kali dfltam 5
tahun
terakhir

Jumlah kfrupis
Rp10 Juta

Keluhan
stakehc-Eder swara
kuigstmg
liftan/ tcrtuka kr
organisegi

junnkhnya kur&ng
dari 3 dalam 1
tahun

Pencapuian
target kinerja di
at*5 S0% s.d ,

100%

Jumlah
tuntutan
hukum
atas 5 kali
s,d. 15 kali
dalam
tahun
terakhir

JiEmkh kerugian
lebih dan Rp ]G
Juta s.d. Rp50
Juta

Keluhan
sfotehsafeter accftra
Langsung
Lisan / tertulis kc
orRanisasL
jumEahnya
dari 3 d&lft£VS S
tahun

Kccil j2J
di

5lebih

Jumlah
tuntutan
hukum
atas 15 kab
s.d , 30 kah
dalam
tahun
terakhir
jiunlaJa
tuntutan
hukum
alas 30 kali
s.di- 50 kali
dalam
tahun
terakhir
Jumlah
tuntutan
hukum Lebih
dari 50 kali
dalam
tahun
terakhir

Pemberitaan
negjalif di media
massa lokal

Pcncapaian
target kJnefja d«
atas 50% s.d.
so%

Sedang (3) Jumlah kerugian
lebih dari Rp50
Juta s-d , Rp100
Juta

di

5

Fcncapaian
target kiTicrja di
atas 25% s.d,

50%

Signifiksm. (41 Jumlah kerugian
lebih dari KplOO
Juta s,d. Rp5O0
Juta

Femberttajui
negatif di media
msssa naatonal di

5

PeucapaUiri
target kinerja.
25%

Jumlah kerugian
Lebih dari Rp50Q

Juta

Ptembentaan
negactf di media
mas&a
internsslo-nal

Sandal
Signifkfcan (5f

5

2 . Ska]A Kemungkinan Tcijadinya IProbdbilitas) Risiko
LcvcL Kemunektnam

SELTigfH J&rftng Terjadi jl)
Krittriii Bfefmmjdanan

ii ^ ^
^ “ 11

Kemungkinan terjadinya l kali dalam
10-20 tahun
Fvemungkinan Eerjadmya 1 kali dalam
10 tahun
Kemungkiniirs terjadinya l kali dalam 1’5
tahun
Kemungkinan teijadinya 1 kali dalam

tahun =

Kemuugk i nan terjadinya beberapa
dalam setahun

5-Kemungkinan Kecil Teijadi (2|i

Mungkin Teijadi (3)

KemungkLnan Besar Teijadi f4]

kaliHampLr Fasti Teijadi |5|!

3 . Skala Ni]ai Risiko ( Mairiks RisiM
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111. PENOELOLAAN RISIKO
A. EStruktur Pengclolaan Risiko
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StruktUr Pengetolaan Risiko teidin atas :
1| PcnanggUng Jawab;
2 ) Koordinator Ptnyclenggaraan Pengelolaan Risiko Pcmerimah Daer&h;
3) Unit Pemilik Risiko (UPR) ;
4\ Kmmite I'cngciolaan Risiko;
5) Unit Kepatuhan; dan
fi| BmanggungJawab Ptnywasan.

R . Peases Pengelolaan Risiko
Tahapan proses pcngelolaan risiko pemerimah dacrah, sebagai bcrikut ;
1. Identifikasi Kclcmahan Lingkungan Pengendalian

a. Persiapan pcnilaian kdemahan tingkungan pengendalian;
b. Penilaian awal atas ketemahan lingknngan pengendalian tneJaiui reviu

dokutnen\
c . Surged terhadap iingkungan pengendalian melalui Contrai jEru/trofitfneni

£i/uteat[on (CCE};
d . SimpuJan kelemahan linskungan pengendalian urusan wajib/pilihttn .
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2. Penilaian Risiko
a. PCnelapen Konteks/Tujuan

i ) Menclapkan konttka/tqiuau dan pemilihan tujuan yang ftkan
dllakukan penilttlcni risiko;

21 Pcrsiapan penilaian risiko :
a) Menctapkan kriLtria dsn aka[a dampak dan kemungkinan risiko;
b) Mcnctapkan tingkal risiko yang dapat dlterima,

b. Idendfikasi Risiko
Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam peneapaian
mjuan diidcntifikasi dcngan melaibatkan pihak - pihak terkait.

c. Analms Risiko
1 ) Melakukan anaiisis dampak dan kemungkimm nsttko;
2) Melakukan validast risiko;
3) Melakukan evaluasi pengcndalian yang ada dan dibutubkan ;
4) Menyusuri Rencana Tindak Pcngendalian fRTP]

aj Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan
pcngendalian;

b) Merumuskan kegiatan pcngendalian yang dibutuhkan dalam
rangka mengatasi risiko;

c} Mcnydtu-askan Rencana Tindak Pcngendalian;
d ) Mcnyusun ranctingan informasi dan komunikaai atas RTP;
e ) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

3, Kfigiatan Ptngcndalian
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi pcnyuaunan atau

pcnyempumato kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari
RTP;

b. Pelaksanaan kebijakan dan pnosedur pengendaltan.
4 , Informal dan Komunikasi

Fcngkomurukasian pengendaiian yang dibangun dan hasil dari liap
tahapan pengelol&an risiko.

5 . Pemanlfuian
a. Pemanfcauan atas implementasi pengcndaiian;
b. Pemantauan kejadian risiko;
c. Memantau peJaksanaan riap tahapan peogdolaan risiko

IV. PEUVPORAN
Dalam tangkfl mendmkung akuntabilitas pengeloiaan risiko, pemerintah daerah
pcrlu menyusun laporan terkait dcng&n pengelolaan risiko setidak-iidaknya
berupa Laporan Pelaksanaan FenHaian Risiko dan Laporan Berkals Pengelolaan
Risiko Pemerintah Daerah.

A . Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Krgiatan penilaian risiko yang
Pemerintah Daerah, penilaian risiko stracegis Perangkat Daerah ,
penilaian risiko operasionai pcrlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko
atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau. Laporan Pelaksanaan
Penilaian Risiko-
Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuet oleh Unit Pcmilik Risiko
disampaikan kepada Kepaia Daerah f dengan tembuaan kepada Sckretaris
Daerah dan Unit Kepatuhan.

Sebelum difinalkan , draft dokumcn hasil penilaian risiko tingkal strategis
pemerintah daerah perlu dibicarakan dertg^ n Kepaia Daerah dan pihak yang
terkait, sedangkan draft dokumcn hasil i>enilaian risiko tingkat atrategis
perangkat daerah dan tingkat opeFAsionel perangkat daerah i*erlu
dibicarakan dengan Kepaia QPD dan pihak yang lerkaiL

Et , Pclaporan Rerkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pcmilik Risiko

Etrdiri dan penilaian risiko strategis
dan
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Pclaporan pcngelolaan risiko dilakukan secaca ( riwuJanan dan lahunan.
Pelaporan untuk tingkat Femerintah Daerah dikuordinasrkan olch Unit
PtmiLik Risiko Pernerintah Daerah. scdangkan untuk tingkat strategis dan
ringkst operasionaf Perangkat Daerah dikoordinasikan olch Unit I^milik
Risiko Tingkal Eselon II.
KegiHtan pclaptiran dilakukan scbagai bcrikut :
1, Laporan Tingkat Unit Kcrja, mdiputi :

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang
ditangani olch setiap Unit Kerja Triwnlanan;

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesu^i dengan uru &an yang
ditangani o!eh setiap Unit Kerja Tahuran,

2, Laporan Tingkat Ferangkat Daerah, nieliputi :
a. Laporan Risskn dan RTP rjngkat Strategic dan operational Persngkat

Daerah se&uai dengan urusan yang ditangani olch setiap perangkat
d&erah triwulanan;

b, Laporan Risiko dan RTP tingkat strategic dan opcrasional Pcrangkat
Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani olch setiap perangkat
daerah tahunan.

3, Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, mcliputi ;
a. Laporan kompilasi seiuruh urusan tingkat strategis Femcnntah Dacrah

Triivulanan;
b. Laporan Kompilasi seiuruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah

Tahunan,

Laporan berkaia tersebut dibuat oleh Unit Pemitik Kisiko ( UPR) disampaikan
kepa.da Kepala Dacrah, cembusan kepada Sekretarls Daerah dati Unit
Kcpatuhan.

C.Peiapnran Rerkala Remantauan Pcngelolaan Risiko oleh Unit Kcpatuhan
Laporan triuoilanan dan tahunan kegiatan pemancauan pengeioiaan risiko
disusun oieh Unit Kcpatuhan yang disampaikan kepada Kepala Daerah
dengan tembusan kepatitt Sekretaris Daerah.

Pj, BUPATi SUKAMARA,

ttd

KASP1NOR

Sali i dengan aslinva
&IAN HUKUM ,

38 *\TAiu 1|WMSET
DEWAPUTlJtl pA, S. hL , M . H .

200212 1 OOd
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LAMPIRAN ir
PERATUKAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PE DOMAN PENGELGLAAN
RISIKO DI LINGK.UNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA

CON TOR SURAT KEPLTTtJSAN STRUKTUR PENGRDOLAAN RISIKO

BUPAT1 H i i -I -i -I i I I

KEPUTUSAN BUPATI
NGMOR :

I I I

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
KABUPATEN . TAHUN . . . .m m m A .11 J .1 I . J I . I I

BUPATI B i a s^ ^ F "8

: a. bahwa bcrdasarkfln Peraturan Bupati Nomot
TtihUfl tentang PcnycIcnggarflAn

Sistem Ptngcndalian Into Pemerintah
Lingkungan Pemerintah
mengoptimaikan pcngelolaan
Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbttngan fiebag^iimana dimaksud
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rupati ten tang
Pcmbentukan Komite Pcngcloiattn Risiko Kabupaten

Tahun

Menimbatig

(SPIP) di
, niaka dalam upaya
risiko pada ttngkat

« « k i iL I: 1 I Ir r i i i r r r F T t P P

Tahun: 1. Undang-Undang Nomor
Pcmbcntukan Daerah Tingkat

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelcnggaraan Negara yang Bersih dan Bcb^ n daH
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

tentangMengmgat n i l B '1

Negara Rcpublik Indonesia Nomor 385 3 );
31 Tahun 1999 tentang

Pemberancasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3347)
sebag&imana telah dirubah dengan Undartg- Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pcmherantasan 'Pindak
Pidana Konjpsi. {Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134 h Tambahan lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23
Fcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahAn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5o87) sebagaimana
telah diubflh dengan Ptraluran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor '2 Tahun 2014 tenting Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2461 Tambahan lembaran

3- Undang-Undang Nomor

Tahun 2014 tentang
Republik

Republik

2 L



Negara Repubiik Indonesia Nomor 5569);
5. Undang- Undang Nornor 30 Tahun 2014 tencang

Adtmni &lra&i Femerintahan ( Lembaran Negara Republic
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran
Negara Repub]ik Indonesia Nomor 5601);

6- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2G0S lemang
Sistem Pengcnd&Lian Intern Pemerinlah (Leroharan Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127 h Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

7. Ptraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2016 ten tang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5687b

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Fedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggAraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepUb]ik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73f Tambahan Lembaran
Negara Republic Indonesia Nomor 604 1};

9, Peraturan Menteri DaLam Negari Nomor 60 Tahun 2015
tencang Pnmbexitukan Produk llukum Daerah (Bcrita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036];

10. Peraturan Bupati
Tahun
I’tngcndalian Intern Pemerintah

(Berita Daerah

Nomor
Pmyelnggaraan Sistem

(SPIP) Kabu paten
Tahun Nomor

m m *

lentangI I I I r

);
1 1. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

; McmbenLuk Struktur Pengelola Ristko Kabupaten
dengan susunan Lim aebagaimana tercantum

KESATU
Tahun . . . .
daiam lampiran keputusan ini

i' i P P r

Tahun . .
Sebagaimana dimaksud daiam Diktum KESATU terdiri dari :
a. Bupati sebagai penttnggung ja^'flb pengelolaan risi'ko;
b. Seknetaris Daerah sebagai koordinatnr penyelenggaraan

pengelolaan ristko pemerintah daerah;
t- Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu :

1. Unit PemiEik Risiko ( UPR), yaitu ;
a) Bupati sebagai keiua;
L) Kepala Eappeda sebagai koordinator merangkap

anggota;
c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai anggotfl -

2. Unit Peiniiik Risiko Tingkat Esclon II
a) Seluruh Kepala l^rangkat Daerah sebagai kei.ua;
b) Sek retaris PD /Kepala Bagian/ Bidang yang menAogam

perencanaan sebagai koordinator teknis merangkap
anggnta;

e) Seluruh Kepala Bagian / Bidang / Irban pada QPD yang
bersangkutan sebagai anggota.

L Struktur Pcngelola Risiko KabupatenKEDUA - m I .1 ,1 il I I I
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3, Unit Femilik Risiko Tingkat K &eion ITT
a) Kcpaia Bagjan / Bidang sclaku pemilik risiko cingkan

kcgtatan sebagai kciua;
b| Kcpaia Sub Bagtan /Sub Bidang/ Scksl atau

^egawai / Btaf yang ditunjuk mcnangani pcrcneanaan
kegiatan pada UPD sebagai koordinator ;

c| Seluruh Kepala Sub Bagian /Sub Bidang/ Scksi pada
Bagian / Bidang yang bersangkutan sebagai anggota,

d - Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari :
1, Bupati sebagai ketua;
2 , Kcpaia Bappeda sebagai koordinator merangkap anggpta;
3, Kcpaia Pcrangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.

c . Asisten Seknetaris Dacrah sebagai Unit Kepatuhan;
f . tnspektur Dacrah sebagai penanggungjaviab pengawasan.

Struktur Rengeloia Risiko Kabupatcn
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memikki
wewenang atau tug^s sebagai berikut :
a . Bupali sebagai penanggnng jawab pcngclolaan risiko

berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko
pemerintah daerah;

b. Sekrctaris Dae rah sebagai koordinator pcnycicnggaraan
pengdolsan risiko peinerintah daerah bertvenang
mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan
pemerintah dacrah, yailu :
L. McnyUSUn jadival/agenda penilaian risiko;
2. Mcmbuut dan niengarsipkan dokumcn-dokumcn

pengelolaan risiko misalnya surat menyurnt, undangan
rapat, dan notulen;

3. Memfasilitasi proses penilaian risiko,
4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko (UPR}, memiliki tUjgas sebagai berikut :
t-r Melaksanakan kegiatan penilaian risiko atus risiko

tingkat strategis dan /atau tingkat operational, serta
melaksanakan pengendalian yang ada di Unit kerjs
mating-mftsing.

2 - Melaporkan peristiwa risiko yang teijedi dalam
pdaksanaan kegiatan sehari-hari.

3 Mcnyclcng^yrakan caintan historis atas tingkat eapaian
kinetja dan peristiwa risiko yang terjadi di musa lalu
dalam unit keija masEng-musing, sebagai mdikator
peringatan dini dan sebagai database untuk memprediksi
keteijadian risiko yang akfin datang.

4, Menyusun hasil penilaian risiko untuk dilaporkan
kepada Unit Kepatuhan .

5, Memberikan tnasukan kepada Komite Pengelolaan Risiko
terttang jieEaksanaan pengendalian risiko.

6, Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap
pclakaanaan pengendaiian.

d. Komite Pengelolaan Risiko
9 . Keiua memiliki tugas sebagai berikut '

a ) Menetapkan petunjuk pdaksanaan pengelolaan risiko
pemerintah dacrah ;

b) Menetapkan kebijakan pencrapan pengelolaan risiko
pemerintah daerah, antara lain kategori risiko,
kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko. dan
sclera risiko.

TahunKETIGA P I T!P
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c| Menetapkan daftar risiko, pcta risiko, dan Rencana
Tindak Pengendalian ( RTF) tingkat pcmcrintah
daerah .

d) Mcnetapkan kebijakan pembinaan terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah. yang meiiputi
Eosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihon
pengelolaan risiko di iingkungan pemerintah daerah .

2 . Koondinator niemiliki tugas sebagai bcrikul :
a| Menyusun konsep petunjuk pclaksanaan pengelolaan

risiko petnerinEah dacrah.
h) Menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan

risiko pemerintah dacrah, antara lain kategori risiko,
kciteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan
solera risiko.

e) Mengkoordinasikan pembtnaan tcrhadap pengelolaan
risiko pemerintah daerah yang mcliputi socialisasi,
bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan
risiko di lingkungan pemerintah daerah.

dj Mcmbual lapor&m triwulanati dan inhunan kegialAn
pem binaan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepada Bupati cq- Sekretaris Dacrah.

3- Anggota memill ki tugas sebagai beriku: :
a\ Mem bantu ketua menyusun petunjuk pdaksanaan

pengelolaan risiko peinerint&h daerah.
b) Mem bantu kctua dalam menyusun kebijakan

penerapan pengelolaan riyiko pemerintah dacrah,
antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks
analisis risiko. Level risiko, dan solera risiko.

c) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap
pengelolaan risiko pemerintah daerah yang tueliputi
sosialisasi, bimbingan , supervisi dan petatihan
pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

e . Asistcn Sckretaris Daerah sebagai Unit Kcpaiuhan bertugas
memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit
pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan
perangkat dacrah, yaitu :
1. Memantau penilaian risiko dan renoana tindak

pengendalian.
2 . Memantau pelaksanaan rencana rindak pengendalian .
3. Memantau tindak lanjut basil reviu atau audit

pengelolaan risiko,

4. Membuat laporan triwulanan dan Lahunan kegiatan
pemant&uan pengelolaan risiko yang disampaikan
kepadfl Bupati cq. Sekretaris Dacrah .

f. lnspekiur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan
bcrv^'cnang memberikan keyakin&n yang memadai atas
penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah , yaitu ;
1. Memberikaii Layanan konsultasi penerapan pengelolaan

risiko pada pemerintah daerah.
2. Mcmberikan peringatan dini dan meningkatkan

cfektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan
tugas dan i'ungst instansi pemerintah

3. Mclaksanakan kegiatan reviua dan evaluasi terhadap
rancang hangup serin implcmeniasi pengelolaan risiko
sccara keaehiruhan.
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KEEMPAT : Kegaia biava yang timbul akibat diteiapkan Keputusan ini
dibebankan pada T&huti Anggaran

r K^pulus&n ini mulai btrlaku sejak tanggal ditelapkan .KELIMA

Ditctapkan di
l*ada tanggal

BUPAT1

Tcmbusim disampaikan kepada Yth :
1.
2,

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd

KASPINOR

Sak dengan aslinya
J&N HUKUM, ,LA

tv

KA , S .H. , M. H .
200212 1 004

P
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LAMP!KAN III
PERATURAN BUPATJ 3UKAMARA
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PEDQMAN PENGELOLAAN
RISIKO Dl LTNOKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKAMARA

CONTOH OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO
DAN DOKUMEN RENCANA TIN DAK PENG ENDALLAN

1 . Petaperan Felaksanaan Penilaian Risiko

Laporan Felaksanaan Penilaian Ristko
Pemerintsh Kabupaten
Provin &i !

J . Pendahuluan
A . Latar Bclakang

Bagian ini berisi laiar bclakang penyusunan laporart pengeloEaan nsiko
serta gambaran umum kcbijakan pcngelolaan risiko pemerirttab daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi pcraturan-pcraturan ataupun kcbijakan baik yang
berasal dari pemersntah pusat, instansi tcrkait ataupun pCf&tUr&n
yang menjadi dasar pengeiolaan risiko pcmcrintah daerah baik kebijakan
perineanaan satnpai ke laporan pcngelolaan risiko,

C , Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan rujuan dilakukannya pcngclolaan risiko di
pcmtrinlah (iflsrah.

D , Ruang Lingkup
Bagian ini berisi prnjelasao hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pcngclnlaan risiko pemerintah daerah.

1L . I^rbaikan Lingkungan Pcngendalian yang Diharapkan
A. Kondisi Lingkungaii Pcngcndalian Saat Ini

Bagian ini berisi hassl peniiaian awal dan hasi] survei persepsi, yang
seianjutnya disimpulkan kondisi litlgkun&ftn pengendalian nrusan
wajib/ pilihan pada pcmcrintah daerah .

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendahan
Raglan ini berisi strategi yang akan dtlakukan gun a memperbaiki
lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya
pcrtgelolaan risiko di pemerintah dacrah.

Jll. l^nilaian Riaiku dan Rerttana Tindak Pengendaiian
A . Penclapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi ten tang penetapan konteks strategis pemerintah daerah,
di mana pcmcrintah dacrah dapaE memitih beberapa Urusan
wajib / pilihan dengan mempertimbangkan urusan priori tas sesuai dengan
visi dan misi Kcpala DaeraJl fltau t ^rtimbangan profesional lajnnya,

B. Basil ldentifikasi kisiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemiiik risiko cerhadap atribut-atribui
risiko {uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat
penyebab risiko apakah dapaE dikendalikan (controllable] alau tidak
da pat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampftk risiko,
soi'ta pencrima dampak risiko] ,
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C- Hasil Analysis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko f matriks risiko- Hasil Analisis Risiko sesuai
Umtan Kategori scrta RTP yang mcrupakan hasil dari analisis dampak
dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidcntifikasi.

. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hnsiE identiflkasi terhadap pengendalian yang ada di
pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk
clitangani (dikdola) dari basil analisis risiko.

E. Ptngendalian yang maaib dibutuhk&n
Bagian ini tx-risi basil idemiflkasi pengendalian yang masih dibutuhkan
alau perlu dibangun imtuk masing-masing risiko priori tas urnsan
w&jib/pdHhan karrna masih ada ctlfih pengendalian dari pengendalian
yang sisdah dilakukan oleh pcmcrintah daerahr

3 V. Rancangan Informasi dan Komunikasi
Bagian ini berisi mncangan informasi dan komurtika&i yang dihumhkan agar
pihak-pihak yang tcrlibat dalam pengendalian mrngetahuj keberadaan dan
menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemamauaii
Bagian ini berisi mekanisnic pcmantauan yang akan dijalankan untuk
memaetikan bahwa risiko da pat dipantau kctcrjadiannya dan pengeiuJalian
yang, lelah dirancang rfilaksanakan dan berjalan efektif ,

VL Penutup
Bagian ini beriKi aim pulan raneangan pencrapan pengelolaan risiko Unit
Pemilik Risiko.

Lampiran
fKertas ktrja lahapan ideniifikasi risiko, penilaian risiko * hingga RTF strut
pengkomunikastan dan monitoringnyaf

2. Pelaporan Berkala i‘cngclo!aan Risiko
a . Peiaporan Unit Pemiiik Risiko fUPR)

Lapoian 'friwulan I / II / I 1I / IV Pengtlola&n Risiko
Femcrimah Kabupatcn .
Provinsi . .

f § § •-

T. Ptndahmuan
A . Latar Bclakang

Bagian ini berisi latar bclakang penyusunan laporan ptngclola&n risiko
stria gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah
daerah .

B . Dasar Kukum
Bagian ini berisi. peraturail-peraturan ataupun kebijakan baik btrasftl
dari pcmcrintah pusat* inslansi terkait ataupun peratumn daerah yang
menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan
pertncanaan sampai kc pclaporan pcngdolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan luju&n dilakukannya pengelolaan risiko
di pemerintah daerah .

D. Ruang Lingkup
BHgiaci ini berisi penjdasan hal -hal yang menjadt batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko ptmerintah daerah.
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IE Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Dacrah
Triwulan 1/ ll / lll / IV
A. Rencana Kegiatan Pengclolann Risiko Pemerintah Daerah Triwulan

I / II / ill / IV
Baglan ini berisi kegiatan-kegiatan pcngcndaJian lerhadap risiko yang
eEirencanakan pada periods triwulan tcrscbut. Bagian ini jugp. dapflt
lierisi pemutakhiran ri &iko dan RTP cLari pcriodc triwulan sebelumnya .

B- Rcali &asi Kegiatan Pengelolaan Risiko l^cmcrintah Dacrah Triwulan
I / Ii / III/ IV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian tcrhadap risiko yang
dilaksanakan pada periode triwulan csrsebut dan juga uraian meugetmt
gap yang teijadi antarft ftncana kegiatan pengeloia&n risiko dcng&rt
rcalisasinya.

III . Ham baton Priaksanaan Kegiataji
Bagian ini bcrisi uraian dan unali & js hal-hal yang nienjadi kendaJa atau
ham baton daJam pciaksanaan kegialan pengendalian atau hal- hal yang
menyebabkan terjadinya gap anlara rene&na dan realisasi kegiatan
pengelolaan risiko pemerintah dacrah ,

IV.Monitoring Risiko dan RTP
Raglan ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTF,
keteijadian risiko, pelaksanaan. RTP dan kegiatari pemantauan RTP pada
triwuEan tcrsebut dan dari hasil monitoring ini juga dienuEisis apabiia
dipcrlukail pemutakhiran risiko dan RTP Untllk periods triwulan
bcrikutnyu,

V. Penutup
Bagian ini mcnjeEaakait sinipulan aras capaian pcncrapan pengelolaan
lisiko Unit Pcmilik Risiko sorts strategi yang akan dilakukan sebaggi
tindak Lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada pcriodc ini sclmgai
perbaikan untuk pencrapan pengelotean risiko periodc sclanjutnya guna
menmgk&tkfln kinerja pemerintah daerflh -

L&m pi ra n-lam pi ran

b, Pclaporan Unit Kepamhan

I^poran Triwulan I /11/111/ IV Unit Kcpatuhan Risiko
Pematttau&n Pengelolaan Risiko PcmcrinlaH Daerah
Pemerintah Ksbupaten
Pnovinsi

U. L 1 In I, I. I, I. I I. I V| r s- p f

IT s re r T- r v » + I- + * *** * * » i .1 i i i i i l l i i s r i e T

A. Rencana dan Realisasi Kegialnn
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP bleb
pemerintah dacrah yang dilaporkan oleh UPR kopada Unit Kepatuhan.

B. Ham ba tan Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis tcrhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan
risiko oleh pemerintah dacrah dan hal-hal yang menjadi krndala yang
dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepumhan .

C . Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi mckanismc dan basil pemantauan atas pelaksanaan
pengendaiign sesuat infrastruktur pengendaiian yang tclah dibuat serta

analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwu penfeetidalian yang
tclah dirsneang, tclah dilaksatiakan dan bctjalan secara
Pemantauan dilakukan tcrhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan,

diperlukan , penanggung jawab
pemantauan , realisasi waktu

elektif

bentuk / metode pemantauan yturift
pemantauan , wakm pelaksanaan
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pelakstmaan , dan hal -hai Jamnya yang tcijadi daiain pemantauan
kegiatan pcngcndalian.

. Rekomandasi / Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rckomcndasi, uaran, tuaupun feedback aEas kcndala dan
hambatan yang diiaporkan oleh UPR stria rekomendasi st.rategis maupun
iftkrtift dari basil pemantauan kcplatan pengtndalian yang dilakukan unit
kepaiuhan kepada UPR .

Lampir&n-Ia mpiran

c. Pelaporan Komile Pengelolaan Risiko

Laporaii Tmiilan I / l l / ]11 / IV Komitc Pengtlolaan Risiko
Pemcrintah Kftbup&ten .

Provinsi

A . Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana data rtaiisasi pengelolaan risiko 1erat&ma
tenia ng kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP okft
Pemerirttsh Dserah yang diiaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
ScLain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengclolaan risiko
pcmcrintah daer&h yang mehputi sosiaJisaai, bimbinganj supervise dan
pclalihan pmgdolaan risiko di liiigkungan pemerirttah daerah.

B. Hambatan PClaksanasn Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rtneana clan reabsasi pengclolaan
risiko oJch pemerintah daerah dan ha]-ha] yang menjadi kendaia yang
dilaparkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas
hambatan yang lerjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengeiolaan
ri &iko pemcrintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengeiolaan Risiko Pcmcrintah Daerah
Pengeiolaan Risiko dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengeiolaan
risiko pemerimah daerah kepada UPR . Selain itu juga dibahas hash
fasihtasi terhadap UPR dalam memandu instansi penterinrah dalam
mdaksanakan lengkah demi langkah proses penilaian risiko acaupun
pcmuiakhiran risiko dan RTP sesuai hash monitoring berkaia oleh UPR dan
pemantauan berkaia oleh unit kepatuhan.

D. Rekomcndasi / P^fldi>ctcfc bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, sarun , ataupun feedback atas kenda La dan
hambatan scrla rckomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiar&n
pembinaan terhadap pengeiolaan risiko pcmcrintah daerah kepada UPR .
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pmgriuiian rbiilw> (Mi îlnyj: JtMfmpeThmhjnppfcan
pvflAAg^linjgdwnhan pengclbbuui r_w.kn djilarn prmQni.iT'
kinxjfl)

* Tariiap*t IEVH|»I.I:;I Ldraqa pc^awai, dan fceLah
duprrbmhmn^kandjilaiii 'ptaiiiLuii^ami (Mfi^Jusikn

7 IjisLdiiii hf]nh RiifnftH'kTAaBakjji HJiggiran yang
iivcnifldJi iMrtuk SDM

C, FERWUJUDAN RERAN AFAFLAT FKNGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKT1F
1 In&pftKrtl : -̂. -|h nwl.iiubanmiuataarfi . /

oFcitaviths pelj.k' jruiajT aetsap uni£aJl/pf0gr4DJi Stff-Sr.i

pmafeik
2 inhp^kbsrdl Dacrah mcLikykan rttfin alail kftfM

hukum dap ntUEtfi Liinĵ v.i
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Lnsppkhirpl

3

KICK 1VTItang HdSil
*!*£ Kin*tta

PVi-.Vi '(.1W#*Fiia'i I KM

i L'lav &itan[wicrt BPflS di KAfrufMbfiu XYJT- blum opiinu! dan

bmbpat regaliui Pirw JCabupifeHi XTZ ntiik topLirs
sobagpizniina mntinyi yaita KHKIIHIRIN MCMGVMJ pniktok Dnkter

J-TperTumpindn y-umg. krfidusiti4
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Tujuan Btralegis

1, M&r’ilngkatriya KaseJamatan Ibu, Bayir Anak dan Roprodukii
2. Meningkatnya Kuaidas Peiaywan Kwefiaftan
3 MNsningkatnya Kualilaa Pelaya.r-.an Dasardan Rs^ukan

Sasana-n Sbategl*
2023IKUIKU Ftanslm OPD

Angka Kematian Ibu Mflrfifwfcgfi Per lOfl.OOQ KelaAiran HkTup
Angka Keraatia^ Bayi :jAKB) Pm 1000 Kalahlffifl HhjUP
Angka Kmiaban Ba 1a (AKaBa) Per IGPfl K^aniran H^up
Cakupan f^artOSkmflari Pers&linsin o*eh Tenaga Kesedatan yang
memdiki Kompetenai Kebidanan

57
3,Z
M
10$

Cakijpan Pglfrypn^n K+tehatan -H-ayi Belum ada
Belum adaKLJ Lansia
Balum adaIKU GI&
Belum adaIKU KasahaSart Rfrpr&dukSi

Program penmgkalan kesalanrurtan ibu m&iahirkan dan anakProgram
Tujuan Stratfrgta :
Henmgkatkan derajal kwehatiflmityarakil

Saaaran Strateg^i
Memngkatnya KeMternaiin Ibu,Bayi, Anak dan Re-produkai

Tujuan, Swann, IKU dan
Program yangakan
dilaxukan penilaan rraiKo

IKU Strategis:
- Anglia Kematian Ibu Rriotaltilrfcan Per i &0.M0 Ke4ahlran Hidup
- Angka K-emaBan Bayi (AKB) Per 1000 Katahiran Midup"

Program;
Program Peningkatan KeseLamatan lt>u Melahlrtan dan Anak

0*L
KBbupater- XYZ September 2013
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Sumber Data
Tuî nfflrategis

Program Dinas
Kesehatan (Renja 2019)
dan Kegiafrn utama

1. Jaaninan Per&alinBn (DAK MON 'FlSIKj 7A55 itHl haanii
2. Peftemuan AHC

^
Terpadu

3 Scsialisasi pendampin^an (fry haml resiko tinggi daiam penggunacim
Buku K!A dan Pn^rj-a sahn de^gan pelayanan darafi parta asfctor
ekslemal

4 Paladhan WanagthTim Torpid-:.' Pfr ’ayanipn Keaahafcgn Peduli Retnaja
5 „ Palawan pergaringan unluk sakolah lanju-lan 1 K1
Program PeningKatan KeEolamafcan *bu Mê hirkan dan Ansk
Hfrgiatan Jaminsn Pesslnan(DAK NON FiSIK)
KeluaranHHasil Kegiatan:
1. t*rbayarkanya Jaminan
2. Teriaksaranya Kegnafcan

30 orang pesarta

50 orafbg peseriaKcluarsnniasil Kugisian

20 orgrig peaarld
20 orang jJEsarta

Program, Kflgiatan, ten
Xj&luararvHasil Kegiatan
yang akan diiakukan
penilaian nsiko

Kabupalerc XY2, ....... September 201®
Kapala Dirt** Kfesehstan
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MATREKS ANALISIS RISIKO
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Kepaia Dinas
Kesahaliar

Trivwular II 20192 I MU hamil maiaKiritan fcdak di
faadilaa k^= E '-.alar (fHJfikatmaa)

RSO IB,02,

02 00
SOP pananganan ibu
bersakn yang
menyebulksn bahwa
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lit Rlsiko Open^ronel Pinas
K&s&hatan
Data ibu hamll mrskln yang: balum
memrilW Jaminani kesabaiian iainnya
d@ri Kecsmglan dan kelurahan
bdlum ada

Trrwulan It 2019Evaluasi atns implementasi
(Pfrrmenkes Nomar 3 Tghun

2019)

Kepgig BagienROD 19 01
os. os

Juknis P&nggynaan
DAK Non FiEifc
(Pemrankjas Nomor 3
Tahun 2019}

Prosedur pengandahan
belum dilaksanakan

1

Keterangan
Kolom a diisj dengan nemo* urut
Kolom b dijfsl dtengan mi\no priantas
Kolom d^ngan kcde risiko
Kolom d1 disi deng&n yf^ian pt êndal'i&n-peni -̂ndjllan yan& sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak h-anya namai SOP nya, Co^toh SOP P^mellharaan:Gedung dibersihkan 1 kali idwL
Kotom *Diisl demfian alasan tidjk efektifi
\1\ Kebijafcan dan PrOSedur pengend^lisn fwdih ddskuksn, namun beldfli mampu menangani riwko yang teiridenitfikarsi,
1?) frrosEdur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,.
13) Kcbijakan befctm dllkutl dcngan prosedur baku yang jelasr
14) Xebijakan dan proseduryang ad a tidak ŝ suai dengan peraturan dialasnya

Kotom F dilsl dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom gdiisi dengan pihak/umt penanggung jawab urvtuk mwyeterlEgurskan kegiaiar* peogendaiian
Kotom h diisi dengan target waktu penyelesaian ATP

4fi



Form fi

OONTOB
HLNt/ANALiAN REAlJS&B ATAfiFENGKOMUNKASUN AXiS KTG1A.TA.NPENGBVDAIX'LN YJLNG DtBANGUN

Nirus Pvmda
THhun Pflnililsm
fiijuan Strartejflft
Unwin PemflrjnlahHJi

: Pfnw-iin1flh Kabupitflin X¥Z
t *QI0
: Mining-katkiin tf-erajat taMhitan masyarakat
;UmiHji Wajib FBlayaptHTi Dagjir Siding KaBEhatart

VJL'dIi/Bcf.i-jk hjj-i.u
T r̂tgfciSTfiynj'kJlpiJTi

Itmcdnn Wiiktu
FelAkHiuui

SUHIiusL Vv'akhi
Pelakunaan

J'fflhill]LIU Yin^ 1J\h ĴCLLhtJPi F»y«ip* Trtf«rfHMlKo Fvi‘*H\m& InforitiUd X êrangan

b Ll f ll4 t 1' i'.
Recruienen ie*ia$a hararer keBefcatanJ 3Lijji.il Srkda/Happen DtnuKesphfllan

BKP5DM
Trî ukn IW** Febnian 2ftl9

!fl-ih i.Uliikil 11LLI--11 ll d-Hri
iliiyidakldilfiili.
Dnkui:ni:i1;isL iKrupn natulon

2 ReknjiSrwn na^as Sur#|; usuian p-Bnambaha*!
nBke-t dar« EKD he- BKN

BKD BKN Tirwuiidiih E 2m\ FL'brjjiri S')]?
T-nljh ijil.iiiiiJi.i'k.m dan
>.1 iirindj^kl.iTipili
Drik.iimcfii.isi foerupa notukn

Evaluasi alas craleTriMtaSf SOP Alai
Kalibrisk

3 cLap.il/ Su.rLil QLir.irt Dim.ni, atari Staf Plains krsch.sknn
terkali

TnwiiUn i 2019 FcbmHfl 2019 T^Lah ilUdLuairikrui dan
ditindaklnnpilL
Diikumcnh..isi brrupa natulsTi

Mij'igadakan [Mlatihan n&K&&1 Surdl/ HLILS Juuis- usulon
pi'katiJhnji rukî dan
Kcpnl.i Bidingki-p.uiii
KepaJg ninkcs

.K.'.-’p.iLi 3LDIIN^ Kep.i'ln Pinkie Truvul.in I 2l>14 Fi^nti.i-ri 5l?19 TelAh. 4l3^!iAkgji dan
ditUldjkJHnjiilL
DuikurnunEflhi bt'rupn riutul

3 EvifllMKi elaa rnplenwitaBi Stan-Sar
Palawan Pjsk&raa

Rdpdf /tjurdl EiLardJL Dinii-iKjfeteiuiliui Star Dinas kru'Ti.Ujn

ll-Tkr*it
Tmvul.m \ 2019 Trhru.m 20- E9 I r-'l.ili dlldliuinHkan Jdn

Jitindiklfinjuti.
Di -kf.iTnrnt.'SRi bi’nipa nntiilm

Etaluasi alas TTfOeme^lasi tjPeirt'enkeB
Werrar 3 Tl*lun 2019|

Rjpnl/SumlI-d-imn Din.is KraHhfl!,vn SUif Pln-is kewhalah
lejkali

TrL*ulaa 12ttl9 FeLuudJi 2019 TiT.ih Jilnknn.iknn dan
ditlndakbrjutl
Dokuincntasl boruju notuJsi

KetemnRan
Kfthyn a *i^dep*w nonrar urui
ItolOfii bdirSl d îfian KeiidLdH P&iKendfeUtn varii Dbu -̂'ikSn
tfoi&m ediisi Mefiu/Bemiik^--ina PsogkBniuriitftalflft
Koicrn ddibl dfr^ari Infornasl
KCflcm H diii denf̂ i Ptrierlmi ln-Drnaai

k>-jlu--n f diiai rien^an fiencana Waktu Pei l̂̂ anajn

kalcfTi f; d>iM deFRjn Realsasi '/d'-io.Pelaksaî un
kalDm hdiisi dengan k-et-erBPg.an ,Unibjharvscpert> ka1«rangan pelaksanum tan tmds L̂anju.̂nyj.. Kc-gitii rlnkjrrinm^lnvj, wnak^^nBirhrjgnnya,
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Form 9
COMTOH

RENCANA PAN PEALISASI FEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DI0UTUHKAW

: Hnmorlniah K-ibupilin XTZ
; MIS
: MartingkaEkafl darajait fcesflhalan masyarakal
: Urnun Wajlb Palayanan Dana r Bldang KeEoEyatan

PciwAggvmg Jawab
Pemnii.tau.am

Nnmi Pwndi
Tnhu* P#nlUi£in
Tujuan Strategic
Urwan Pimwrlnieiurt

Rppca.na. Waktu
I'eJj-kaanAan
Pamantaujn

Realist Wikfti
FeliksAnaan

&e:tiLufc/Meiode Peisî iJi! BJI yang.
PipwNkan inganKcgjJtan FenflendiHan yang DSbuEuhkflnNo

d fb eca
Okbriber. iS’imtfrtbtfr,
LJesember 33]9

Okto'ber. Pfovember,
December 2019

Mpnttmng tolah dilakMnaknn.
didokumc-ntrisikim.dm
didisdibusikiin

K^p-ila D3IUSS Ke*rfuitan
DijrkmrRSUD

Rekrulmen Senega howrcr kesehatari KoniirmasL persbiipiin dan laponmi
pelak«ma*in. kegintan

L

VSnnitoring telrih d.il;±kwinjkan.
didnkuTnf'nniMk.i-n, dim
diiii-5-lTibusikam

Konfirnyipi/ psTnanbninm
brrkeldopritan

RKD Semester ] ]uni 2019Rekruibnan nsk&s2

VlunibDrin^i J.LldkiSnidkAi'u
d i'Jukunuintaiikaji. dtirt
dsLdistrtbuslkiifi

Ev^lusiSi alas :mplemer1as. SOP Alet Kalibrasi Kcirilimviih} peLdkstmLBan
Lap-iurm peLakaanaan ke^idbm

Kepala Dinas Kese-hnlan Semester ]

Direkbur RSL'D
]uni 20193

Kepal-n IJinn? Klpiî hatjn
Hnrktijr R$VD

Semester I fund 2Cd 9 Monitoring tcl-nh dtlaksfl^kitn,
dUdokumenlrisik^ni dim
didistribusskflii

Wengadekar-i pelatihan nak ŝ KonFurnasi/pcTiiantauari
berkelanjutR-n

A

“valua^i a:aH ir^emanta-si Slander Pelayanan knnfirmasi pellnksaninn
Pusksnuas

Mumtoring beldhddakssĵ akin,
JiduJ.un'/jntaiiikin. dan
dtdastnibu.MEktm

Kepala Dimas Kesehatan
Difektuf RSUD

Semester I ;Juni 20I95
Ijiporan ptfusk^arman kegLHilri

Evaluasi alas imifoffltnt&Sl (P-ermenkes Nonw 3
Tehun 2D1BJ

kt'paia Dlna.% K&ldiabftfl
Direktur RSUD

Semester I Iuni 2019 Monitoring isfcahdilflfc*nniikanr
didotamenlwtkjrn. d&n
didistribu-sikan

Kotnnnniai pclntoanajm
Lnporan pcJakBinnsn tagmtam

f>

Kettrangan
IColorn a ditsi cmgn n inmar unit
tfglpm b d!ii» dergan keg- -Mnn Fergeidahan yang Mutubkan
Kalom c dilli dergnn Be -p.uk/MeiKle Pemanauan yang Dfpedukan
Kdlom d diisK dtrgan Penangguflg Jawab Peirantau^n
Kalom e siisi dengan Wakiu Peiaksanaan Pemantayar?

KfllflmIdiisi dei^dn Rencsna Wakty Pelaksansan
Kolom g diisl de îgan Kete^ngan tambahaai, teî rti ketpnngan huiil keglatan pEftiantauan, -aeiaksana^nweiHorlni,penEtokynfentasianj pendlstribu?^^, d?n iflterangsn blmnya.



Form 10
awroii

PEtfCATATAN KFJADIAK RIRJTiO \ PLI:HK FVENth DAN HLAJUANAilN RTF

: Pnmnrlntah Kabupfirt*n W 2. Pml
'

wl ABC
!. 20 J.fi
: MvnirifrfcdbMn dwjfll i*whil»n mfliypnikHt
. Unjif -n yvpjlb Fjlayurn DMT Bttaiifl. ft —prtiBfrn

Ke-Jaddui Hldko

Noma P^rdi
Titium PwiMin
Tujuin
U*UMP Pnm-ortnLthin

Ke-aUunI êlikuauianEUfKioj

I'eLikHOAUi RTTKetcririgui HTP'Rlsikt.' TitEdMLfiluiJ Kodc RLsfhuNo RTPSchab- LtompikTipq^t! HrfjW

ftialho SCr̂ Lnalft Pwi^B
PftJflyaiWfl taHhprjn bdwm mnrrcriuhl
3PM BtififlQ i<*M*iBlan

Trtwulan IV OkiotoMIft T*lah Ji.’LrKJniik.'.n.
cfcklifutu RTF
hclum dapot DIUKUT

ICmaiim Ikiyi piiu dtfigan
ki-ii'finpar
umbahjn

R«fUrtmiKl IBHBTJP hBTAfW
K'SiflhaLan

RSF 1f 0!' .Q1XQ Mflrciaoif Pumkih ttmrtgji
Iwseh-sMwi 1=+ 111'II

TTR'UMdAi
{TvriftgA
U:;> ir*liTruin

djoMw,

kiHhUa)

1

CWobcr S&59 1r-U.ri ri ilikinahan.
rikbhfuai R TP
r îr11

_
:11*. dapat drahir

“:ishi.lnr> IVRahiuHnwi IHHHThink li?r?ldlRSP 19.-D1*«JM IlduJc ler|*di I'Ldak TcriaJi TlVbk lerjpsl .2 TUfik saluwh tsayl iwdBpst mjrrti*U
yng cukup

Mwafi-'RlEikc Baiu
Mill"SI

II Skrpbfrul* QlnW KwiKpUn
F ^aUas; £las ImplarnsnlaEi SOP
Kdlfraai Alai

ralmhdiiflkmwwin
djp. ditim^ klmfjyi!

ii.uV TL'rpdi Tidak T«jfidi " I*uljn l Mares 20151 S-arJna parduluing ANC kurniig RSO 1101 D5 CO Think IlfTTaJi TI.U-IL I

EMBKJBBI BlBi ImplimwilasJ
Slandar hinvifi P\&*wr.*h

I e!ah dil.ik.irv^ jn

dan dLtindEklnrjuli
Tilwntall Atf-39

M^ngnriaiiari pnlatlhar. inker; Tiwular !l FtLah ditakflndtkHi
iktn dElindjiklnnjuhi

I dak T«J«U IliLi>. Ter-acli Mav > L9Trfik Tffjid1!Ihu naml rnalaNriun Idak dl (asifildt
kfleshA-j|n (puikoamni;- RSCmEmiff Tidnk Tferjudi2
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